PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO DAPAT KUCURAN
DANA RP28 M MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

https://www.antaranews.com/berita/2763029/cek-bayar-tagihan-pdam-online

TRIBUNJAMBI.COM,MUARATEBO- Tahun ini Perumda Tirta Muaro Tebo dapat
kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 28
Miliar.

Sebelumnya PADM Tirta Muaro mendapatkan kucuran dana berkisar Rp 6 miliar.

Dengan data yang lengkap, yang cukup meyakinkan, argumen yang cukup, tahun 2023
ini PDAM dialokasikan lagi anggaran Rp 28 miliar melaui APBN.

Penjabat (Pj) Bupati Tebo Aspan, menyampaikan, hingga saat ini PDAM sudah berkipra
dengan baik.

Bahakan dirinya juga mendapat laporan dari Dirut PDAM, baik dari sisi pelayanan hingga
pengembangan pelanggan.

Dirinya juga menekankan, PDAM merupakan perusahaan daerah, yang mempunyai
fungsi sosial.

Jadi, dirinya tidak selalu menuntut soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun terlebih
yang diutamakan fungsi sosial nya.

Dikatakan dia, sosial yang dimaksud ada batasa nya. Jika pelanggan nunggak jangan
teralalu tinggi tarifnya.

"Tarifnya yang terjangkau dimasyarakat, karena kita semata-mata bukan mengutamakan
keuntungan, namun bukan berarti tidak bayar sama sekali,” ungkapnya belum lama ini
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Tercatat, hingga saat ini pelanggan PDAM Tirta Muaro Tebo sebanyak 17.316. Namun
target tahun ini 20 ribu pelanggan

Sumber Berita:

1.

https://www.msn.com/id-id/berita/other/pdam-tirta-muaro-dapat-kucuran-dana-rp-
28-m-melalui-apbn/ar-AA17WGhp?li=AAfu64g&infinitelframe=3. 26 Februari
2023

https://jambi.tribunnews.com/2023/02/26/pdam-tirta-muaro-dapat-kucuran-dana-rp-
28-m-melalui-apbn. 26 Februari 2023

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan beberapa ketentuan tentang hibah
yaitu:

1)

2)

3)

4)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara
terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan,
dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, Kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang
bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah,
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dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah
yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam
bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Sehingga dalam hal ini, Pemerintah daerah tidak dapat memberikan hibah kepada PDAM
kecuali hal tersebut merupakan penerusan dari APBN. Selain itu, Pemda juga dapat
melakukan penyertaan modal kepada BUMD pada umumnya dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Daerah

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah
dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah,
pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya.

4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan
modal daerah;

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga
dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari penyertaan modal daerah;

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga
dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
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g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal
daerah.

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat
berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian
saham dan atau pembelian surat utang.

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal
daerah dan/atau pemberian pinjaman.

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada
masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan
bank atau lembaga keuangan bukan bank.

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan
nilai wajar.

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus
sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain
telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan
investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan
pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta
pembinaan dan pengawasan.

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan
penyertaan modal/investasi secara nasional.

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan
Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal bersangkutan.

18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai
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penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan
investasi langsung.

20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah
daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi
untuk disetujui oleh kepala daerah.

22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun
analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan
penyertaan modal.

23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat
investasi pemerintah daerah.

24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis
penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat
BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
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